BAB V
KESIMPULAN IMAN SARAN

5.1 Keslmpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan respons
Indonesia dan Singapura dalam menangani kejahatan siber fove scamming dengan
menggunakan kerangka feori transformasi négara atau state transformation dan
pendekatan Mose Similiie. Svstem Design (MSSD);. Hasil analisis ini kemudian
menunjukkan _babwa /ove  seamming mempakan beatuk  kejahatan  siber
transnasional yang berkembang seinng dengan perkembangan digitalisasi,
menifigkatny: mﬂmﬂm daring, serta wﬂm l;[i‘le.m keuangan
'Mm Karakteristik tersebut kemudian men .' ikan .Emtlmmmmg sebagni
ancaman keamanan non-tradisional yang tidak dnm ditangani secara unilateral
nlmmm membutuhkan tata kelola kenmmm m’hﬂﬂtmulu-
aktor, lintas sektor, dan linins yurisdiksi.

Dalam konteks regional, ASEAN melalui mekanisme ASEAN Plin of
.l‘r.'.l;‘.rm'{?&k_]. in Combating Tramsmaional Crime memiliki peran mbag#hungkn
ankm kolektif yang memfasilitasi kerjn sama pegama anggota dalam
menghadapi kejahatan transnasional. termasuk ke‘hhﬂ:n siber dan penipuan
daﬁng. MNamun, penelitian ini menemukan babwa w l@nm& ASEAN Plan
of 'k'tﬁﬁ ter Cambai Tramsational Crime bﬂﬁiﬁw dan non-koersif,
sehingga ﬁqﬂﬁlﬁﬂﬂ’i sangat bergantung pada hpuﬁtas institusional dan
mekanisme tata kelola kesmanan di tingkat nasional nﬁtbg—mnsmg negara.

Hasil komparasi tersebut kemudian me :.
mermiliki  tingkat internalisasi kerangka rngrﬂuﬂ wang relatif lebth tingm
dibandingkan Indonesia. Singapura mampu menerjemahkan komitmen regional ke

dalam kebijakan nasional yang terintegrasi melalul koordinasi érat antara aparat
penegak hukum, lembaga kevangan, regulator, dan sektor swasta. Pendekatan imi
mencerminkan praktik dari siofe frongformation vang matang, ditandai oleh
distribusi peran yang jelas, pertukaran informasi yang cepat. serta pemanfaatan
teknologn dalam pencegahan dan penindakan fove scamming.



Sebaliknya, respons Indonesia terkadap kejahatan siber love scamming
masih menunjukkan karakteristik tata kelola keamanan yang fragmentif. Meskipun
Indomesia aktf dalam forum SOMTC (Senior Officialy Mecting on Transnational
Crime) dan memiliki berbagai instrumen kebijakan serta institusi terkail, koordinasi
antarlembaga masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi
ini berdampak pada keterbatasan efektivitas penanganan kasus fove scamming,
khususnya dalam aspek pelacakan aliran'dana linkas negara, penegakan hukum, dan
I o

Melalui pendelntan m Fﬂ;‘ﬁl‘h‘l nmmﬁm bahwa perbedaan
efektivitas respons Indonesia dan Singapura tidak disehabkan ‘olch perbedzan
konteks regional atan jenis ancaman saja, melainkan oleh vuriash dalam kapasitas
distribusi peran dan pembrgian  kewenangan yang tepat. Ihug:m demikian,

penelitian ini mengonfirmasi argumen utama dari lmrhm framgfarmation bahwa
keberhasilan penanganan ancaman keamanan non-tradisional Hmyl ditentukan

ulellbmmpm negara dalam mengoordinasikan aktor, kebijakan, dan mstitusi
secara efektif, bukan semata-mata oleh keberadaan kerangka kebijakan regional.

Penelition ini masih memiliki keterbatasan yang membuks mang bagi
pengembangan kajian di masa mendatang. Penelitian selanjutnyn dapat memperluas
mmmmmmmﬁww variasi implementasi
ASEAN F'fun :'.!_..I;' Action m Campat Tmn.fw;ﬁ:fme dalam menangani
kejahatan siber. Selain 1tmmhwmmenggumlun pendekatan
empiris yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan pembuat kehijakan,
aparzt penegak hukum, atou lembaga kevangan, guna menggali dinamika
implementasi kebijakan secara lebih nnci.

Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji aspek perlindungan korban fove
seamming dari perspektif hak asasi manusia afau ekponomi politik. mengingat
dampak dari kejahatan ini tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga sosial dan
ekonomi. Dengan demikion, kajian lanjutan diharopkan dapat memperkaya
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kontribusi yang lebih luas bagi perumusan kebijakan publik di tingkat nasional
‘maupun regional.
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